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P U T U S A N

Nomor 1663/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON,  tempat  dan  tanggal  lahir  Malang,  07  September  1977,

agama  Islam,  pekerjaan  swasta,  pendidikan  SLTA,

tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini

diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama ROCHMAD

NUFIRDIANSYAH.  S.  H  pekerjaan

Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Melati RT/RW:

01/01,  Desa  Mangunrejo,  Kecamatan  Kepanjen,

Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus

tanggal 10 Maret 2024, yang terdaftar dalam register

surat  kuasa  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Kabupaten  Malang  Nomor:

1197/Kuasa/03/2024/PA.Kab.Mlg,  tanggal  13  Maret

2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, 17 Juni 1982, agama

Islam,  pekerjaan  swasta,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman di Kabupaten Malang, sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  dalam  surat  Permohonannya  yang  didaftarkan  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Nomor
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1663/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg,  tanggal  13 Maret  2024 dengan dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  melangsungkan

perkawinan secara agama Islam pada SENIN tanggal 03 OKTOBER 2005,

yang  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  DONOMULYO,

Kabupaten  Malang,  sebagaimana  kutipan  akta  nikah  nomer  :

569/09/X/2005; ( Bukti P-1 Foto copi kutipan akta nikah terlampir );     

2. Bahwa  setelah  melangsungkan  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon

telah hidup  sebagai suami istri  bertempat tinggal bersama dirumah orang

tua Termohon di Kabupaten Malang;

3. Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon telah  melakukan

hubungan suami istri (ba’da dukhul), dan telah dikaruniai Satu orang anak

yang bernama :

3.1.Anak,  Tempat  tanggal  lahir  :  Malang,  11  JUNI  2007;  Umur  17

Tahun

4. Bahwa semula  rumah tangga Pemohon dan Termohon  berjalan rukun,

namun  sejak  bulan  AGUSTUS  2023, rumah  tangga  Pemohon dengan

Termohon  goyah,  hal  ini   disebabkan  antara  Pemohon dan  Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut  yang mencapai puncak

perselisihan  dan  pertengkaran  pada  bulan  AGUSTUS   2023  yang  sulit

untuk kembali rukun dalam hidup berumah tangga hal ini disebabkan oleh: 

4.1.Termohon  selalu  kurang  terhadap  nafkah  yang  diberikan  oleh

Pemohon padahal Pemohon sudah bekerja keras sesuai kemampuan

Pemohon untuk memenuhinya;

4.2.Termohon  kurang  perhatian  kepada  Pemohon  yakni  Termohon

lebih  mementingkan  kepentingannya  sendiri  daripada  kepentingan

Pemohon,  Termohon sudah tidak mau melaksanakan kewajibannya

sebagi istri Pemohon;

4.3.Termohon Apabila Terjadi Perselisihan Dengan Pemohon Orang

Tua Termohon Selalu Ikut Campur Itu Yang Membuat Pemohon Kesal;

4.4.Ketika  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  Termohon  sering

meminta cerai kepada Pemohon;
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5. Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon  yang  mencapai  puncaknya  pada  bulan  AGUSTUS  2023,

Termohon menyuruh Pemohon agar segera pergi meninggalkan rumahnya,

sehingga Pemohon memilih pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di

Kabupaten Malang, hingga sekarang;

6. Bahwa  wujud  dan  akibat  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sebagaimana tersebut pada posita angka 4 (  empat )   dan 5

( lima ) sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut dibawah ini:

6.1.Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  sudah  tidak

tentram  dan  bahagia  sebagaimana  di  maksud  pasal  1  Undang-

Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan;

6.2.Bahwa sejak bulan AGUSTUS 2023, hingga sekarang terhitung

sudah  7 ( TUJUH ) BULAN lamanya, antara Pemohon dan Termohon

telah berpisah rumah, dan selama itu pula rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

7. Bahwa  demi  kemaslahatan  bersama  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian;

8. Bahwa Pemohon bersedia  membayar  biaya  perkara  yang  timbul  dari

permohonan ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil diatas, Pemohon memohon 

agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan 

putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak

satu  Raj’i   kepada  Termohon  (  TERMOHON)   di  hadapan  sidang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Mohon  putusan lain yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono );

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ROCHMAD

NUFIRDIANSYAH.  S.  H,  para  Advokat,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus
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tanggal  10  Maret  2024,  setelah  diperiksa  surat  kuasa  telah  sesuai  dengan

syarat formil dan materiil;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)

Nomor 1663/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2024, 21 Maret 2024

dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati  Pemohon  agar  berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Termohon,  tetapi  Pemohon  tetap  pada  dalil-dalil

permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; 

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  permohonan

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  Pemohon untuk  membuktikan  dalil-dalilnya,  telah  mengajukan

bukti-bukti berupa: 

1. Surat.

1.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 569/09/X/2005 tanggal 03 Oktober

2005,  yang  dikeluarkan  oleh  kepala  KUA  Donomulyo  Kabupaten

Malang  Provinsi  Jawa  Timur,  bermeterai  cukup,  telah  dicocokkan

dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1; 

2.   Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon,  NIK

3507010709770003, tanggal 24-09-2012, yang dikeluarkan oleh Prov

Jatim, Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan

aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Saksi.

1. Saksi  I,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Malang,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon ;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  sering

berselisih  dan  bertengkar  yang  disebabkan  Termohon  sering

merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka

sudah  tidak  pernah  saling  mengunjungi,  bahkan  tidak  saling

berkomunikasi;

- Bahwa  saksi  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  tidak  sanggup  untuk

mendamaikan;

2. Saksi  II,  umur  54  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Malang,  di  bawah  sumpah,

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  adalah

suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  sering

berselisih dan bertengkar yang disebabkan Masalah ekonomi yang

kurang;

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Pemohon  dan  Termohon  telah

berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, dan selama itu pula mereka

sudah  tidak  pernah  saling  mengunjungi,  bahkan  tidak  saling

berkomunikasi;

- Bahwa  saksi  telah  berusaha  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon,  akan  tetapi  tidak  berhasil  dan  tidak  sanggup  untuk

mendamaikan;

Bahwa  Pemohon  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk  mempersingkat  uraian putusan ini,  segala  yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam

perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa

tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa

kuasa hukum Pemohon mempunyai  hak untuk mewakili  kepentingan hukum

Pemohon dalam berperkara;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  dalam  persidangan  mengajukan  surat

kuasa  khusus  tanggal  10  Maret  2024  yang  terdaftar  pada  Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Kabupaten  Malang  Register  Kuasa  Nomor

1197/Kuasa/03/2024/PA.Kab.Mlg,  tanggal  13  Maret  2024,  didalamnya

Pemohon  memberi  kuasa  kepada  Advokat  dan  Konsultan  Hukum  yang

bernama  ROCHMAD  NUFIRDIANSYAH.  S.  H  kuasa  hukum  tersebut

melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasinya dan

fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Kuasa Hukum

Pemohon  berhak  mewakili  Pemohon  untuk  beracara  perkara  ini  di  muka

sidang;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  1663/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2024, 21 Maret 2024

dan 28 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil

secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya

Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa Termohon yang telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
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dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

125 ayat (1) HIR; 

Menimbang,  bahwa  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  merupakan

rangkaian  dalil  yang  pada  pokoknya  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan

keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk

dijatuhkan talak satu raj'i Termohon  terhadap Pemohon; 

Menimbang,  bahwa  meskipun  Termohon  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  permohonan  Pemohon,  karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  163  HIR.  jo.  Pasal  1685

KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan

materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165  HIR.  juncto  Pasal  1870

KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR.,

sehingga  membuktikan  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisih dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering

merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan tidak ada harapan

akan hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti  di  atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisih dan pertengkaran

secara terus menerus disebabkan Termohon sering merasa kurang atas

nafkah yang diberikan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon dan  Termohon  telah  pisah  tempat  tinggal  selama 7

bulan;
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4. Bahwa Pemohon telah diupayakan berdamai  dengan Termohon,  akan

tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam

rumah tangganya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hakim  menilai  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  antara

Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat di rukunkan kembali:

Menimbang,  bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  permohonan  Pemohon  telah

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah ayat 227 :

Artinya  “Dan  jika  mereka  ber’azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3.  Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu

raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama

Kabupaten Malang;

4.  Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Kabupaten  Malang pada  hari  Rabu  tanggal  03  April  2024  Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  24  Ramadhan  1445  Hijriah  oleh  Dra.  Hj.

MASRIFAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan Drs.

H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan  tersebut  diucapkan  pada  hari  itu  juga  dalam sidang  terbuka  untuk

umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

oleh  Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri

oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.

Hakim Anggota 

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Hakim Anggota 

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum
Panitera Pengganti,

Hj. MUSTIYAH, S.H., M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran  : Rp 30.000,00
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2. Proses       : Rp 100.000,00

3. Panggilan    : Rp 760.000,00

4. PNBP       : Rp 20.000,00

5. Sumpah     : Rp 100.000,00

6. Redaksi     : Rp 10.000,00

7. Meterai     : Rp        10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.030.000,00

(satu juta tiga puluh ribu rupiah).
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